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Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus

DPR Minta Komdigi Siapkan
Sanksi Ke (lperatm' Bandel

Senayan memuiji langkah Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigi) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2026 tentang larangan penghangusan sisa kuota
internet pelanggan. Kehijakan tersebut dinilai menunjukkan
keberpihakan negara terhadap hak-hak konsumen.

ANGGOTA Komist [ DPR Okta
Kumala Dewi mengatakan, ke-
bijakan ini men_jarh kabar baik
bagi masyarakat yang selama
ini mengeluhkan kuota internet
hangus meski telah dibeli dan be-
lum digunakan sepenuhnya. Ke-
bijakan ini juga sejalan dengan pu-
tusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor 273/PUU-XXII172025
vang terbit 23 Juli 2026.

Isi putusan MK it sisa kuota
adalah hak milik sah pengguna
karena sudah dibayar secata eko-
nomi, sehingga operator wajib
menjamin kuota tetap akeif atau
bisa digunakan. “Kebijakan ter-
baru Komdigi menjawab aspirasi
masyarakai yang selama ini mera-
sa dirugikan karena kehilangan
kuota yang masih tersisa ketika
masa aktif paket berakhir" ujar
Oktadi Jakarta, Rabu (2/8/2026).

Sebelumnya, Pemerintah me-
larang operator menghanguskan
atau menghilangkan sisa kuota n-
ternet milik pengguna yang sudah
dibayarkan. Larangan itu tertuang
dalam Surat Fdaran Menteri Ko-

munikasi dan Digital Nomor 4
Tahun 2026 tentang Kewajiban
Pemenuhan Pilihan Layanan dan
Perlindungan Sisa Kuota yang
diterbitkan 28 Agusius 2026. SE
juga memuat larangan adanya
tambahan biaya bagi pelanggan
apar dapat mempertahankan atau
menggunakan sisa kuota tersebut.

(Okia melanjutkan, kuota yang
sudah dibeli masyarakat adalah
hak konsurnen. Karena itu, tidak
seharusnya hak tersebut hilang
begitu saja. Kehadiran aturan
ini menjadi bentuk perlindungan
nyata kepada pelanggan seka-
ligus memastikan masyarakat
mendapatkan manfaat penuh
dari layanan yang mereka bayar.

Atas surat edaran itu, ia memin-
taseluruh operator telekomunikasi
mematuhi ketentuan Pemerintah.
Implementasi kebijakan ini perlu
dijalankan secara menyeluruh
dan tidak boleh hanya menjadi
formalitas.

* Jangan sampai ada pihak yang
mencobamenghindari atau menun-
da implementasi kebijakan ini.
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Kumala Dewi

Kepatuhan terhadap regulasi adalah
bentuk tanggung jawab kepada
konsumen.” tegas politisi PAN ini;
Selain itu, Okta meminta Kom-
digi melakukan pengawasan
secara ketat tethadap pelaksanaan
kebijakan tersebut. Karena keber-
hasilan atusan ini sangat bergan-
tung pada konsistensi pengawasan
dan penegakan aturandi lapangan.
Diamendorong Komdigi untuk
tegas memberikan peringatan dan
sanksi tegas kepada operator yang
tidak mematuhi aturan. Jangan
sampa kebijakan yang berpihak
kepada masyarakat inl hanya
bethenti di atas kertas. "Perlu
ada pengawasan yang kuat dan
tindakan tegas bagi pihak yang
melanggar." tegasnya.

Okta menambahkan, kebijak-
an larangan kuota hangus men-

Jjadi momentum penting dalam

memperkuat perlindungan kon-
sumen di sekior telekomunikasi.
Diharapkan implementasi aturan
tersebut dapat berjalan efektif
sehingga masyarakat benar-
benar merasakan manfaatnya.
Karena pada akhirnya, lanjut
Okta, kepentingan masyarakat
menjadi prioritas, "Konsumen
berhak mendapatkan perlindung-
an atas layanan yang sudah me-
reka bayar, dan negara petlu me-
mastikan hak tersebut terpenuhi,”
tandas legislator asal Banten ini.
Anggota Komisi | DPR Sarifah
Atnun Jatiyah menambahkan,
kebijakan larangan penghangusan
sisa kunta internet pelanggan perlu
diperkuat melalui regulasi yang
memiliki payung hukum lebih

jelas dan kuat. Salah satunya

dengan dituangkan dalam Per-
aturan Menteti (Permen) Komdigl.

"Kami akan terus mengawal
kebijakan di sektor komunikasi
digital, termasuk memastikan
kebijakan terkait kuota internet
benar-benar memberikan man-
faat bagi masyarakat," tegas Sar-
ifah di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Untuk itu, Sarifah meminta
Komdigi segera mengunggah do-
kumen tersebut ke Jaringan Do-

karrentasi dan Informasi Hikum
(1DIH) Komdigi. Tujuannya agar
masyarakat dapat mengetahui
secara jelas ketentuan yang diatur
di dalam surat edaran tersebut

Menurutnya. keterbukaan in-
formasi penting untuk mencegah
munculnya celah penyalahgunaan
kebijakan. Salah satu hal yang
perlu diantisipasi adalah kemung-
kinan operator seluler menalkkan
harga paket internet dengan alasan
adanya ketentuan baru mengenai
sisa kuota.

“Jangan sampai nanti surat
edaran ini malah dimanfaatkan
untuk hal lain. Misalnya kuota
akhirnya sudah tidak ada batas,
tapl nilai {bayarnya) nanti akan
naik," ucap politisi PDIP ini

Komisi | DPR bersama Kom-
dlgi. kata Sarifah, akan terus men-
dukung berbagai usulan sekaligus
mengantisipasi kekhawatiran
masyarakat terhadap implemen-
1asi kebijakan tersebut. Karena
itw, perlu adanva pengawasan
dan sanksi agar operator memiliki
kepatuhan yang sama terhadap
aturan perlindungan konsumen.

“Bila ada operator yang bandel,
Pemerintah perlu siapkan sanksi
tegas, juga perlu ada pengawasan
yang kuat dan tindakan tegas bagi
pihak vang melanggar" tutup
legislator asal Banten ini. m TiF
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